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INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan
Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap
Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di
Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2016.

Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling
dengan jumlah sampel sebanyak 152 laporan keuangan dari 38 Kabupaten/Kota
seluruh Provinsi Jawa Timur. Data yang digunakan berupa data sekunder yang
diambil dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten/Kota.di Provinsi Jawa Timur dengan periode observasi tahun
2013-2016 yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa
Timur.

Hasil /penelitian dengan_analisis _regresi linier berganda menunjukkan
bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
memiliki pengaruh positif terhadap pengalokasian Belanja Modal. Dengan nilai
AdjustedR Square sebesar 0,837 atau 83,7% yang berarti dapat dijelaskan oleh
variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum,
sisanya 16,21% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonemi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi

Umum, dan Belanja Modal.
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ABSTRACT

This research aims to analyze the influence of Economic Growth, Local
Original Income, and General Allocation Funds to Capital Expenditures in
Regency / City Goverment in East Java Province 2013-2016.

The method that been used in this research is purposive sampling with the
number of samples of 152 financial reports from 38 districts / cities throughout
East Java Province. The data that been used in the form of secondary data which
taken from Report Realization of Regional Revenue and Expenditure Budged
(APBD) of Regency / City in East Java Province with observation period in year
of 2013-2016 that obtained from state Audit Board (BPK) of East Java Province.

The resultsiof the research with multiple linier regression analyze indicates
that Economic Growth, Loegal Original Income and General Allocation Fund have
a positive influence.on the allocation of Capital Expenditure: With the value of
Adjusted R 'Square of 0.837 or 83.7% which means that can be explained by the
variable of economic growth, local revenues and general allocation funds, the
remaining 16.21% is explained by other variables outside this research.

Keywords : Economic growth, local own revenue, general allocation fund and
capital expenditure
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan
masyarakat setempat sesuairdengan peraturan perundang-undangan. Penerapan
Otonomi daerah yang berlaku di Indonesia berdasarkan. UU 22/1999 (direvisi
menjadi UU 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah memisahkan dengan tegas
antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan
Rakyat ' Daerah (Legislatif). Berdasarkan: pembedaan  fungsi tersebut,
menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan
(Halim dan Abdullah, 2006).

Berdasarkan peraturan ‘Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah
memberi keleluasaan kepada “pemerintah daerah.uintuk mengatur dan mengurus
daerahnya sendiri. Berkaitan dengan wewenang dalam konteks otonomi daerah,
kebijakan tersebut dikenal dengan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah
didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah itu sendiri yang lebih mengetahui
keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerahnya. Tujuan dari Otonomi daerah
untuk mempercepat pembangunan daerah dan laju pertumbuhan ekonomi,
mengurangi kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan pelayanan publik.

Penerapan otonomi daerah di Indonesia menjadi titik fokus penting dalam

memperbaiki kesejahteraan rakyat. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan



semakin meningkatnya pelayanan diberbagai sektor terutama sektor publik
sehingga mampu menarik investor untuk melakukan investasi di daerah.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pelaksanaan  otonomi daerah
diharapkan mampu membangun daerah secara optimal dan memacu pertumbuhan
ekonomi.

Salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam
organisasi sektor publik adalah mengenai pengalckasian anggaran. Pengalokasian
anggaran merupakan jumlah alokasi dana yang di gunakan untuk masing-masing
program kegiatan..Dengan.sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus
dapat mengalokasikan penerimaan yang-diperoleh untuk belanja daerah yang
bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah
yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh
kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan
umum (Kawedar et al, 2008).

Namun_ faktanya'.pemerintah daerah dalam pengalokasian pendapatan
daerah cenderung menggunakan untuk keperluan belanja rutin dari pada belanja
modal. Kegiatan belanja (pengeluaran) pemerintah daerah dalam anggaran
pendapatan dan belanja daerah merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah
untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Untuk
membiayai pengeluaran tersebut maka dibutuhkan sumber-sumber penerimaan.
Sumber penerimaan daerah terdiriatas Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi

umum.



Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam
pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang merupakan rencana
keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dalam peraturan daerah. Proses
penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 (dan UU 32/2004) melibatkan dua
pihak eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia
anggaran. Adapun eksekutif = sebagai  pelaksana  operasionalisasi daerah
berkewajiban' .membuat ...draft/rancangan. APBD, yang hanya bisa
diimplementasikan kalau sudah disahkan oleh DPRD dalam proses ratifikasi
anggaran.

Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD dapat dilihat
kondisi keuangan suatu pemerintah daerah. Bagi organisasi sektor publik seperti
pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan, tetapi juga merupakan
bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya.
Pada sisi pendapatan, dengan. membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dengan total pendapatan dapat dilihat tingkat kemandirian suatu daerah, dimana
semakin tinggi nilainya semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerahnya.
Dari sisi pengeluaran dapat dilihat kecendrungan pola belanja daerah, apakah
suatu daerah cenderung mengalokasikan dananya untuk belanja yang terkait
dengan upaya peningkatan ekonomi, seperti belanja modal, atau untuk belanja

yang sifatnya untuk pendanaan aparatur, seperti belanja pegawai.



Belanja daerah menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 dibagi dalam dua
klasifikasi yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak
langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung
terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi
basil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung
merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan
program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja
barang dan jasa,-serta-belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan
pemerintahan daerah yang telah dianggarkan.

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik kepada masyarakat, setiap
pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam APBD untuk membiayai program
kegiatan dalam tahun anggaran tertentu (Halim dan Abdullah, 2006). Dalam hal
ini APBD tidak hanya akan berperan sebagai dokumen anggaran dan pelaksanaan,
namun sekaligus merupakan alat politik dan kebijakan publik dalam upaya
mewujudkan pelayanan publik 'yang optimal serta-upaya dalam mendorong
pembangunan ekonomi suatu daerah, contohnya seperti menyediakan dan
membangun infrastruktur publik melalui alokasi belanja modal pada APBD
(Dirjen Perimbangan Keuangan RI, 2013).

Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif
dan legislatif tentang kebijakan umum APBD dan prioritas & plafon anggaran
yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan

anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan



umum APBD dan prioritas & plafon anggaran yang kemudian diserahkan kepada
legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai
peraturan daerah. Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak
(incomplete contract), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi
pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

Pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu
memberikan kebijakan alokasi anggaran daerah lebih besar untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat adalah cara untuk mencapai tujuan otonomi. informasi
mengenai APBD.secara nasional sangat diperlukan guna menunjang ketepatan
pengambilan kebijakan di bidang hubungan keuangan antara pusat dan daerah.
Salah satu bentuk Kkebijakan = pemerintah dalam rangka melaksanakan
pembangunan yang merata dan berkeadilan adalah melalui penyusunan APBD
yang efektif,  akuntabel dan transparan.. APBD merupakan instrumen utama
kebijakan fiskal yang mempunyai peranan sangat strategis dengan tiga fungsi
utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi dan fungsi stabilisasi.

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah
daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah,
sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat. Selanjutnya, DPRD akan mengawasi kinerja pemerintah melalui
anggaran. Bentuk pengawasan ini sesuai dengan agency theory yang mana
pemerintah daerah  sebagai agen dan DPRD sebagai prinsipal. Hal ini
menyebabkan penelitian di bidang anggaran pada pemerintah daerah menjadi

relevan dan penting.



Abdullah dan Halim (2004); Deller dan Maher (2005); dan Maimunah
(2006) menunjukan bahwa secara konseptual, perubahan pendapatan akan
berpengaruh terhadap belanja atau pengeluaran, namun tidak selalu seluruh
tambahan pendapatan tersebut akan dialokasikan dalam belanja. Secara empiris
juga ditemukan adanya fenomena flypaper effect yakni adanya perbedaan dalam
pola belanja atau pengeluaran untuk pendapatan dari usaha sendiri dengan
pendapatan yang diberikan.oleh pthak lain.

Anggaran ssektor publik pemerintah“daerah dalam APBD sebenarnya
merupakan output.. pengalokasian._sumberdaya. Adapun pengalokasian
sumberdaya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik
(Key 1940 dalam Fozzard, 2001). Keterbatasan sumberdaya sebagai pangkal
masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik dapat diatasi dengan
pendekatan ilmu ekonomi melalui berbagai teori tentang teknik dan prinsip
seperti yang dikenal dalam public expenditure management (Fozzard, 2001).
Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada
daerah-daerah yang'mengalami kapasitas fiskal rendah«(Halim, 2001).

Salah satu belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah belanja
modal. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membangun aset
tetap. Tujuan membangun aset tetap berupa fasilitas, sarana prasarana serta
infrastruktur adalah menyediakan pelayanan publik yang memadai sehingga
dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. Apabila suatu daerah memiliki
sarana prasarana yang memadai dapat membuat investor untuk melakukan

investasi dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dengan



nyaman sehingga tingkat produktivitas akan semakin meningkat. Jika belanja
modal dapat meningkat maka akan berdampak pada produktivitas masyarakat
yang semakin meningkat dan bertambahnya jumlah investor yang melakukan
investasi akan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pengalokasian belanja modal ditujukan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan publik melalui peningkatan aset tetap pemerintah daerah, yakni
peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta. tetap lainnya (Darwanto dan
Yustikasari, 2007). Pemerintah daerah setiap tahun mengalokasikan belanja modal
baik untuk mengganti..aset.lama maupun pembelian aset baru sehingga aset
pemerintah daerah bertambah nilainya dari tahun ke tahun. Sehingga dapat
dikatakan aset tetap pemerinitah daerah yang bersumber dari pelaksanaan APBN
merupakan output/outcome dari terealisasinya belanja modal dalam setiap tahun
anggarannya (Halim dan Abdullah, 2006).

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan
pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan
publik. Pergesaranini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk
aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.
Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan
kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya
belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik
oleh pemerintah daerah.

Peningkatan aset pemerintah daerah mestinya juga semakin meningkatkan

belanja pemeliharaan terhadap aset tersebut dari tahun ke tahun meskipun



mungkin peningkatan keduanya tidaklah proporsional, karena pengalokasian
belanja modal berhubungan dengan pengalokasian belanja pemeliharaan terhadap
aset. Dalam perspektif akuntansi, anggaran untuk pemeliharaan dihitung
berdasarkan lamanya waktu atau periode pemakaian aset tetap, seperti halnya
dalam penghitungan biaya depresiasi aset tetap, artinya jika suatu aset tetap
diperoleh pada awal tahun, maka biaya pemeliharaan yang dialokasikan adalah
untuk satu tahun atau jika aset tetap diperoleh pada pertengahan tahun, maka
alokasi biaya pemeliharaan juga dialokasikan untuk setengah tahun atau satu
semester (Halim.dan-Abdullah, 2006).

fenomena yang terjadi adalah realisasi anggaran belanja modal setiap
tahunnya pada pemerintah  kabupaten/kota« sering tidak diikuti dengan
penambahan belanja pemeliharaan, meskipun belanja pemeliharaan daerah
meningkat bahkan dapat terealisasi 100% tetapi tidak menjamin aset pemerintah
daerah tersebut dapat terpelihara dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan
dengan masih adanya gedung-gedung yang tidak terawat sebagaimana mestinya,
karena dana yang tersedia hanya diperuntukan bagi_pembangunan tanpa adanya
dana yang cukup untuk melakukan perawatan dalam tahun berjalan atau adanya
penyelewengan belanja pemeliharaan yang tidak digunakan untuk semestinya
(Sinaga dan Rimbun, 2012).

Oleh karena itu, untuk menunjang ketersediaannya pengalokasian dana
untuk belanja modal dan belanja pemeliharaan, pemerintah daerah melalui
pendapatan daerah dan sumber- sumber penerimaan daerah yang potensial harus

digali secara maksimal didalam koridor peraturan perundang-undangan yang



berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak darah dan retribusi daerah yang sudah
sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sehingga
dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam
bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali
potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya, khususnya
untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan
didaerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (Mardiasmo, 2009:73).

Dana Alokasi Umum adalah dana“.yang berasal dari APBN yang
dialokasikan dengan.tujuan.pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai
kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan
penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et al (1994) dalam Darwanto
dan Yustikasari (2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan yang sangat erat
antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja
modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini
didasarkan pada kebutuhan.daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk
kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh
karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah
daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah
lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif.
Pemanfaatan belanja modal hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif,
misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Sejalan dengan pendapat

tersebut, penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program
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pelayanan publik. Kedua pendapat ini menyiratkan pentingnya mengaloksikan
belanja modal untuk berbagai kepentingan publik.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan pemerintah
daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki.
Pendapatan Asli Daerah bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah
dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan
otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pemerintah daerah dalam
mengaloksikan belanja modal harus benar- benar disesuaikan dengan kebutuhan
daerah dengan mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah yang diterima. Besar
kecilnya belanja modal akan ditentukan-dari besar kecilnya Pendapatan Asli
Daerah. Sehingga jika pemerintah daerah ingin meningkatkan pelayanan publik
dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal, maka
pemerintah daerah harus berusaha keras untuk menggali Pendapatan Asli Daerah
yang sebesar-besarnya.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi  menjadi prioritas utama pemerintah
daerah. Putro (2010) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah
perkembangan dari kegiatan perekonomian dimana hal tersebut berdampak pada
jumlah produksi barang dan jasa yang semakin bertambah sehingga kemakmuran
masyarakat meningkat.

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi diperlukan aset tetap seperti
infrastruktur dan sarana prasarana yang dapat menunjang kegiatan perekonomian.
Pembangunan aset tetap didanai dari pengalokasian anggaran belanja modal.

Apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah semakin meningkat, maka
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pemerintah daerah akan meningkatkan belanja modalnya untuk memperbaiki dan
melengkapi infrastruktur dan sarana prasarana dengan tujuan untuk mencapai
pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai
kegiatan operasional di daerahnya masing—masing, hal tersebut menimbulkan
ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Pemerin
tah pusat mentransfer dana perimbangan untuk masing—masing daerah. Salah satu
dana perim bangan yaitu Dana Alokasi Umum. Dana Alekasi Umum merupakan
dana yang berasal..dari pemerintah pusat yang diambil dari APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai
kebutuhan pengeluaran = pemerintah daerah ~dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. Dengan dana tersebut pemerintah daerah menggunakannya untuk
memberi pelayanan yang lebih baik kepada publik.

Besarnya pertumbuhan ekonomi yang terdapat pada masing-masing daerah
dapat memperkuat maupun memperlemah hubungan antara Pendapatan Asli
Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Berdasarkan dari
uraian di atas maka penelitian ini- bermaksud untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi
Umum terhadap pengalokasian belanja modal di Provinsi Jawa Timur, sehingga
penelitian ini tertarik mengambil judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi,
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal (Studi

pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2016).
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai
berikut:
1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Anggaran Belanja
Modal?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Anggaran Belanja
Modal?
3. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Anggaran Belanja

Modal?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui :
1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Anggaran Belanja Modal
2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Modal

3. Pengaruh'Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal.

1.4  Manfaat Penelitian
1. Kontribusi praktis
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi
pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk

mengalokasikan belanja modal
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2. Kontribusi teoritis
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membantu
memberikan tambahan ilmu pengetahuan serta bahan referensi mengenai
Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum

terhadap Pengalokasian Belanja Modal.

1.2  Ruang Lingkup Pen

<an menjelaskan fokus



BAB 2

TINJAUAN TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1  Tinjauan Teoretis

Tinjauan teoretis merupakan penegasan landasan teori yang dipilih oleh
peneliti dalam penelitiannya. Landasan teori ini menjelaskan mengenai teori yang
akan digunakan oleh peneliti dalam melakukan. penelitiannya. Adapun landasan
teori yang dipakai adalah Teori Keagenan, Teori Ekonemi Klasik, Pendapatan

Asli Daerah, Dana-Alokasi. Umum, dan Belanja Modal.

2.1.1 Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan adalah sebuah
kontrak dimana manajer (agen) dengan pemilik (prinsipal). Agar hubungan
kontraktual ini dapat berjalan. dengan lancar, pemilik akan mendelegasikan
otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. Teori keagenan disebutkan bahwa
terdapat pendelegasian wewenang dari pemilik perusahaan (principal) kepada
manajemen perusahaan (agen) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian
mendelegasikan pengambilan keputusan tersebut kepada agen. Pembuatan
keputusan oleh manajer perusahaan (agen) harus bisa diterima sebagai sarana
pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan segala konsekuensinya.

Menurut Darwanto dan Yustikasari (2007), teori keagenan menjelaskan
tentang hubungan prinsipal dan agen berakar pada teori ekonomi, teori keputusan,

sosiologi, dan teori organisasi. Teori keagenan menganalisis susunan kontraktual
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diantara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak
(prinsipal) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit, dengan
pihak lain (agen) dengan harapan bahwa agen akan bertindak atau melakukan
pekerjaan seperti yang diinginkan oleh prinsipal.

Hubungan antara prinsipal dan agen pada instansi Pemerintah Daerah
adalah agen melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan terkait dengan
anggaran daerah, sedangkan prinsipal berperan dalam melaksanakan pengawasan.
Menurut teori ini hubungan antara bawahan dan atasan pada dasarnya sering
bersebrangan karena..adanya. kepentingan masing-masing pihak yang berbeda
(Hasanah dan Suartana, 2014).

Pemerintah pusat tentunya akan lebih sulit untuk melakukan pengelolaan
dan pengalokasian sumber daya secara sendirian, sehingga dilakukan pelimpahan
wewenang kepada pihak lain untuk mengelola sumber daya. Karena keterbatasan
dana yang dimiliki pemerintah.maka pembuatan anggaran menjadi mekanisme
yang penting ‘untuk alokasi sumber daya. Implikasi teori keagenan muncul dari
proses penyusunan anggaran dilihat dari dua prespektif yaitu hubungan rakyat
dengan legislatif, dan legislatif dengan eksekutif. Ditinjau dari hubungan
prespektif keagenan antara legislatif dan eksekutif, eksekutif adalah agen dan
legislatif adalah prinsipal (Halim dan Abdullah, 2006).

Dalam hubungan keagenan di pemerintahan daerah ini yang bertindak
sebagai prinsipal adalah lembaga legislatif atau dalam hal ini adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sedangkan yang bertindak sebagai agen yaitu

Pemerintah Kabupaten/Kota. Selanjutnya dalam menjalankan hubungan keagenan
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antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan DPRD, maka Pemerintah
Kabupaten/Kota sebagai lembaga eksekutif bertugas dalam penyusunan anggaran
yang terdiri dari pos-pos pendapatan seperti pendapatan asli daerah, pendapatan
transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Serta pos-pos belanja yang meliputi
belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Dimana anggaran tersebut
harus disajikan secara nominal. Selanjutnya tugas DPRD sebagai lembaga
legislatif yang bertindak .sebagai prinsipal adalah menyetujui atau menolak
anggaran yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dimana DPRD juga
bertugas mengawasi-anggaran sehingga diharapkan anggaran yang telah dibuat
akan mampu terealisasi dengan efektif.

Masalah yang terjadi dalam hubungan prinsipal (legislatif) dan agen
(eksekutif) dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yaitu mengenai asimetri informasi. Eksekutif mempunyai keunggulan dalam
penguasaan informasi dibanding dengan. legislatif. Keunggulan penguasaan
informasi ini bersumber dari kondisi aktual bahwa eksekutif merupakan pelaksana
semua fungsi pemerintah daerah dan berhubungan langsung dengan masyarakat
dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga eksekutif memiliki pemahaman
yang baik tentang birokrasi dan administrasi serta peraturan perundang-undangan
yang mendasari seluruh aspek pemerintahan. Berdasarkan keunggulan penguasaan
informasi dan pemahaman yang baik mengenai birokrasi dan administrasi maka
eksekutif cenderung memiliki perilaku oportunistik dalam menjalankan fungsinya.

Eksekutif cenderung mengusulkan anggaran belanja yang lebih besar yang

aktual terjadi saat ini, namun untuk usulan target anggaran pendapatan cenderung
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lebih rendah agar realisasi yang terlaksana lebih mudah untuk dicapai. Realisasi
perilaku oportunistik lain yang dilakukan eksekutif adalah mengusulkan kegiatan
yang sesungguhnya tidak menjadi prioritas, mengusulkan kegiatan yang memiliki
peluang untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang besar, mengalokasikan
komponen belanja yang tidak penting dalam program kerja.

Namun bukan hanya eksekutif, legislatif yang memiliki kekuasaan untuk
mengesahkan kebijakan juga cenderung memanfaatkan kekuasaannya untuk
melakukan prilaku oportunistik dalam menjalankan fungsinya. Sebagai prinsipal
bagi eksekutif dapat.merealisasikan kepentingan dengan membuat kebijkan yang
seoleh-olah merupakan kesepakatan diantara dua belah pihak yaitu antara
legislatif dan eksekutif. Tetapi menguntungkan legislatif dalam jangka panjang
baik secara individual ‘maupun institusional. Legislatif dapat mengusulkan
kebijakan yang sulit untuk ditolak oleh eksekutif, meskipun terkadang usulan
tersebut tidak berhubungan langsung dengan kepentingan publik dan fungsi
legislatif.

Hubungan teori keagenan.dengan penelitian_ini menggambarkan bahwa
antara prinsipal dan agen perlu"membuat pengesahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah untuk menghasilkan APBD yang sehat dan tanpa unsur terjadinya
perilaku oportunistik baik dari pihak prinsipal maupun dari pihak agen yang
dikarenakan adanya asimetri informasi. Prinsipal dan agen juga perlu membuat
kebijakan mengenai prosentasi sumber penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli
Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal yang dialokasikan untuk

membiayai belanja daerah.
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2.1.2 Teori Ekonomi Klasik

Teori ekonomi klasik merupakan teori yang dicetuskan oleh para ahli
ekonomi yang hidup pada abad 18 hingga awal abad 20. Para ekonom Kklasik
tersebut antara lain Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus, dan
John Stuart Mill. Adam Smith sendiri bukanlah pencetus awal pemikiran
ekonomi, hanya saja karena orang-orang barat terlalu memberi penghargaan atas
karya Smith yang berjudul-The Wealth of Nations pada tahun 1776 yang berisi
tentang ide-ide ekonomi yang sekarang dikenal sebagai. ekonomi klasik. Teori
ekonomi klasik-menurut Adam Smith _menyatakan bahwa dengan pertumbuhan
penduduk yang bertambah mengakibatkan hasil/output akan bertambah pula,
dengan kata lain pertumbuhan ekonomi bergantung dari tingkat pertumbuhan
penduduk itu sendiri. Adam Smith dikenal sebagal pencetus pertama mengenai
free-market capitalist, kebijakan laissez-faire.

Dalam ajaran Smith menjelaskan agar masyarakat diberi kebebasan yang
seluas-luasnya .dalam ‘menentukan = kegiatan ekonomi yang terbaik untuk
dilakukan. Adam Smith percaya bahwa dengan menggunakan sistem ekonomi
liberal (bebas). Menurut Smith sistem ekonomi pasar bebas akan menciptakan
efisiensi, membawa ekonomi kepada kondisi full employment dan menjamin
pertumbuhan ekonomi sampai tercapai posisi stationer (stationary state).
Pemerintah tidak ikut campur tangan dalam urusan perekonomian. Pemerintah
tidak perlu terjun langsung dalam kegiatan produksi dan jasa. Sementara peran
pemerintah hanya pada masalah penegakkan hukum, menjaga keamanan serta

pembangunan infrastruktur.
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Menurut Todaro dan Stephen (2003) dalam pertumbuhan ekonomi suatu
bangsa terdapat tiga komponen penentu utama yaitu : (a) akumulasi modal yang
meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah,
peralatan fisik, dan sumberdaya manusia, (b) pertumbuhan penduduk yang
meningkat jumlah angkatan kerja di tahun-tahun mendatang, (c¢) kemajuan
teknologi. Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang
dari suatu Negara untuk menyediakan berbagai barang ekonomi pada
penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri terjadi oleh adanya kemajuan atau
penyesuaian-penyesuaian teknologi, kelembagaan dan ideologis terhadap berbagai
tuntutan keadaan yang ada.

Hubungan teori = ekonomi klasik' :dengan pertumbuban ekonomi
menjelaskan bahwa teori ini menganggap bahwa pertumbuhan penduduk itu
bersifat pasif, dengan demikian pertumbuhan ekonomi suatu negara akan lebih
banyak ditentukan oleh pertumbuhan output dan ini saling berkaitan dimana
pertumbuhan “output ditentukan oleh jumlah modal yang ditanam, modal
ditentukan oleh laba yang diterima, laba bergantung pada pasar (permintaan),
permintaan ditentukan oleh jumlah penduduk, dan jumlah penduduk bergantung
pada upah dan akhirnya upah ditentukan oleh output yang dihasilkan.

Menurut aliran klasik kemajuan teknologi disebabkan adanya akumulasi
kapital (modal), sehingga memungkinkan adanya pembagian kerja melalui
mekanisme yang lebih baik, hal ini menyebabkan hasil produktivitas akan
menambah peningkatan keuntungan, sehingga mendorong perkembangan

investasi. Keadaan ini meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dimana tingkat upah
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dan kesejahteraan penduduk juga ikut naik. Dugaan yang diterima sebagai dasar
teori ekonomi klasik menyatakan bahwa faktor alam itu bersifat konstan, sehingga
pendayagunaan sumber daya alam, modal dan tenaga kerja akan mencapai tingkat
optimum.

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita
diproduksi dengan Produk Domestik Regional Bruto perkapita (Boediono,1985).
Satu-satunya ukuran yang.paling penting dalam.konsep ekonomi adalah Produk
Domestik Bruto (PDB) yang mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan
oleh suatu negara.atau -nasional. Produk Domestik Regional Bruto untuk
mengukur nilai barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah atau lokal.
Berdasarkan = pengertian tersebut, peneliti._menggunakan Produk Domestik
Regional Bruto sebagai alat ukur untuk menilai pertumbuhan ekonomi.

Menurut prasetyo (2009) pertumbuhan ekonomi (economic growth) secara
paling sederhana dapat diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan
pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu. Perekonomian suatu
negara dapat dikatan. mengalami pertumbuhan jika balas jasa riil terhadap
penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun-
tahun sebelumnya. Dengan demikian, pengertian pertumbuhan ekonomi dapat
diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam
waktu tertentu.

Berdasarkan pengertian pertumbuhan ekonomi diatas dapat ditarik
kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi terletak pada perubahannya.

Pertumbuhan perekonomian berhubungan dengan kenaikan dari output per kapita
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sehingga ada dua sisi yang harus diperhatikan yaitu output total dan jumlah
penduduk. Output per kapita merupakan total output dibagi dengan jumlah
penduduk. Jadi, suatu proses dalam kenaikan output per kapita harus melihat apa
yang terjadi pada total output di satu sisi dan jumlah penduduk pada sisi lain.
Bertambahnya penduduk dengan sendirinya menambah kebutuhannya akan
pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, dan pelayanan kesehatan

Infrastruktur dan sarana prasarana yang.ada di daerah akan berdampak
pada pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan prasarana memadai, maka
masyarakat dapat.-melakukan. aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman,
yang akan berpengaruh pada tingkat produktifitasnya yang semakin meningkat
dengan adanya infrastruktur yang memadai; akan menarik Investor untuk
membuka usaha di daerah tersebut

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur,
antara lain sumber daya alam, tenaga  kerja, investasi modal, kewirausahaan,
transportasi, kemunikasi, komposisi: sektor industri, teknelogi, pasar ekspor,
situasi perekonomian. internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran
pemerintah dan dukungan  pembangunan. Dalam pemerintah  daerah,
pembangunan sarana dan prasarana berpengaruh positif pada pertumbuhan
ekonomi (Darwanto,2007). Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi
adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan
pertumbuhan penduduk. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa
peningkatan dan perbaikan infrastruktur untuk pelayanan kepada publik dapat

memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
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2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi
pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai
proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan
sumber penerimaan daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya.
PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk
mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai-dengan potensi daerah sebagai
perwujudan desentralisasi. PAD dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai
tingkat kemandirian.daerah.dalam mengelola keuangan daerahnya, makin tinggi
rasio PAD dibandingkan dengan total pendapatan makin tinggi tingkat
kemandirian suatu daerah.

Menurut Undang — undang Nomor 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah
merupakan pendapatan daerah yang dipunggut berdasarkan peraturan daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Disamping dana perimbangan yang
berasal dari ‘pemerintah. pusat, daerah juga dapat membiayaai pelaksanaan
pembangunan daerahnnya melalui Pendapatan Asli-Daerah. PAD merupakan
barometer utama suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. Diharapkan dengan
adanya otonomi, kemandirian daerah dapat dapat diwujudkan dimanifestasiakan
lewat struktur PAD yang kuat.

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari
pendapatan lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk

mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas.
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2.1.5 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum dijelaskan dalam Permendagri Nomor 33 Tahun
2004 sebagai dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penelitian Harianto dan Adi (2007)
menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal,
hasil penelitian ini serupa-dengan penelitian Darwanto dan Yustikasari (2007)
yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara Dana
Alokasi Umum dan.Belanja.Modal. Bukti tersebut dapat diartikan bahwa semakin
tinggi Dana Alokasi Umum yang diterima-daerah maka akan semakin tinggi pula
belanja = modalnya. Dengan desentralisasi;; pemerintah: daerah mampu
mengoptimalkan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki
sehingga tidak hanya mengandalkan Dana Alokasi Umum.

Yang termasuk dalam pengertian- tersebut adalah jaminan kesinambungan
penyelenggaraan pemerintahan daerah dir  seluruh daerah dalam rangka
penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat dan merupakan kesatuan dengan
penerimaan umum APBD (Widjaja, 2002). DAU merupakan dana yang bersifat
“Block Grant” yang artinya ketika dana tersebut diberikan Pemerintah Pusat
kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah bebas untuk menggunakan
dan mengalokasikan dana ini sesuai prioritas dan kebutuhan daerah untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi

daerah.
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DAU merupakan dana perimbangan pemerintah pusat yang memiliki
persentase paling besar diantara jumlah dana perimbangan lainnya yang diberikan
kepada pemerintah daerah dalam APBN. DAU diberikan Pemerintah untuk
mengatasi masalah horizontal imbalance, yaitu untuk menjamin keseimbangan
sumber-sumber alokasi antar unit-unit pemerintah pada tingkat pemerintah yang
sama (Solihin, 2011) . Di beberapa daerah sebagian besar DAU dialokasikan
untuk membiayai belanja pegawai dan sisanya digunakan untuk belanja lainnya
seperti belanja modal. Pada dasarnya tidak terdapat batasan dalam penggunaan
DAU, sehingga daerah.dapat. leluasa dalam mengalokasikan dana tersebut sesuai
kebutuhan. Yang menjadi permasalahan-apabila DAU tidak dikelola dengan
efektif dan efisien. Pemanfaatan DAU yang doeminan terhadap belanja pegawai
berdampak pada berkurangnya alokasi DAU pada Belanja Modal, ataupun
berkurangnya alokasi dana untuk kegiatan yang berdampak langsung pada
penyediaan layanan masyarakat seperti program penanggulangan kemiskinan,
program pemberdayaan ‘masyarakat dan sebagainya. Pemanfaatan DAU harus
dialokasikan pada kegiatan yang sangat penting tapi juga tidak mengesampingkan
pengalokasian terhadap belanja pegawai sebagai suatu keharusan daerah dalam

mengembangkan potensi sumber daya pegawainya.

2.1.6 Belanja Modal
Menurut PP No.24 Tahun 2005, belanja modal adalah pengeluaran
anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi mamfaat

lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja
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modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak
berwujud. Menurut Permendagri No.13/2006, belanja modal adalah belanja yang
digunakan untuk
Menurut PP No. 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja

pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan
menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja
yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi
umum. Belanja madal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah
seperti peralatan,-infrastruktur, dan harta tetap lainnya

Belanja modal merupakan unsur dari pengeluaran daerah yang digunakan
untuk membiayal pengadaan aset tetap. Belanja daerah merupakan semua
pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana,
merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah telah dirinci menurut urusan
pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, objek dan
rincian objek belanja. Belanja daerah digunakan. dalam rangka mendanai
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau
kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan
penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan
bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah
yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi

dana meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi
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kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar,
pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta

mengembangkan sistem jaminan sosial.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Abdullah dan Halim (2003) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh
Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Pemerintah
Daerah (Studi kasus Kabupaten/Kota Di Jawa dan Bali). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa..semua. berpengaruh_signifikan, dana alokasi umum dan
pendapatan asli daerah berpengaruh stgnifikan terhadap belanja pemerintah
daerah.

Maimunah (2006) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Flypaper
Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau  Sumatera. Hasil
penelitian ini“menunjukkan hahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli
Daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah; sedangkan flypaper effect
pada dana alokasi umum int tidak terjadi. Besarnya nilai DAU dan PAD
mempengarui besarnya nilai belanja daerah. Telaah terjadi flypaper effect pada
belanjadaerah Kabupaten/Kota di Sumatera.

Darwanto dan Yustikari (2007) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh
Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum
Terhadap Anggaran Belanja Modal. Pengujian pengaruh variabel independen

terhadap variabel dependen digunakan persamaan regresi linier berganda
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(ordinary least square) dan menggunakan data panel. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan
asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap
variabel belanja modal.

Yovita (2011) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pertumbuhan
Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap
Pengalokasian Belanja Modal. Hasil penelitian.menunjukkan bahwa pendapatan
asli daerah tidak memiliki® pengaruh “terhadap belanja modal, sedangkan
pertumbuhan ekonomi..dan. dana alokasi_umum memiliki pengaruh terhadap
belanja modal.

Sinaga (2013) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah, Dana Alikasi Umum dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi
umum memiliki pengaruh secara parsial terhadap belanja modal, tetapi PDRB
tidak memiliki pengaruh'secara parsial terhadap belanja modal.

Jaya dan Dwirandra™(2014) dalam_penelitian yang berjudul Pengaruh
Pendapatan Asli Daerah Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi
Sebagai Variabel Pemoderasi. Penelitian ini menggunakan laporan realisasi
APBD dan tabel PDRB. Teknik analisis yang digunakan adalah Moderate
Regression Analysis (MRA).Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan
ekonomi tidak berpengaruh signifikan pada belanja modal, serta pertumbuhan
ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh pendapatan

asli daerah pada belanja modal tetapi dengan intensitas arah berlawanan.
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Adyatma (2015) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah dan Dana Alikasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan
Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. Pada penelitian ini, uji model untuk
pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Moderate Regression
Analysis (MRA). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli
daerah tidak berpengaruh terhadap bealnja modal. Dan dana alokasi umum

memiliki pengaruh ynag positif terhadap belanja.modal.

2.2 Rerangka Konseptual

Belanja modal merupakan jenis belanja yang dilakukan oleh pemerintah
untuk memperoleh aset tetap yang digunakan untuk meningkatkan kinerja
pemerintah khususnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Belanja
modal ditentukan oleh besarnya penerimaan pemerintah baik yang berasal dari
PAD maupun yang yang bersumber dari-Dana Alokasi Umum. Secara Sederhana
kerangka konseptual dalam penelitian ini ditunjukan secara rinci pada gambar 2.1

berikut :
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2.3  Pengembangan Hipotesis

Otonomi daerah selain memberikan peluang kepada daerah untuk
mengelola daerahnya sendiri juga menuntut daerah untuk mampu memenui
segala tuntutan dan aspirasi masyarakat daerahnya. Untuk dapat memberikan
pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya, pemerintah daerah memerlukan
infrastruktur yang memadai. Pembelanjaan ini berupa pembelanjaan aset tetap
yang dikategorikan sebagai belanja modal. Untuk itu, daerah dituntut untuk

memaksimalkan pemanfaatan'segala potensi yang dimiliki.

2.3.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal
Pertumbuhan ekonomi adalah = proses kenaikan . output per kapita
(Boediono, 1985). Secara tradisional, pertumbuhan ekonomi ditujukan untuk
peningkatan yang berkelanjutan Produk Domestik Regional Daerah / PDRB
(Saragih, 2003 ; Kuncoro, 2004). Hasil penelitian yang dilakukan Lin & Liu
(2000) menunjukkan desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi
pertumbuhan ekonomi daerah.” Oates  (1995), Lim dan Liu (2000) yang
membuktikan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara desentralisasi
fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini mendukung sintesa yang
menyatakan bahwa, pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan
dampak yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, hal inilah yang mendorong
daerah untuk mengalokasikan secara lebih efisien berbagai potensi lokal untuk
kepentingan pelayanan publik (Lin dan Liu, 2000; Mardiasmo, 2002; Wong,

2004).1
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Pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menunjukkan kenaikan
kegiatan perekonomian suatu daerah setiap tahunnya. Tanggung jawab
pemerintah kepada masyarakat adalah memberikan pelayanan publik yang baik
kepada masyarakat melalui anggaran belanja modal. Melalui belanja modal
disediakan sarana dan prasarana atau insfrastruktur yang memadai sehingga dapat
mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan.oleh Darwanto dan Yustikasari
(2007) dinyatakan bahwa pertumbuhan ekonemi berpengaruh secara signifikan
terhadap belanja-modal. Hal. ini juga didukung hasil penelitian yang dilakukan
oleh Putro (2009).

H; : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian

Belanja Modal.

2.3.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Dalam konteks PAD dapat dilihat terjadinya teori keagenan, Pemerintah
sebagai agen bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai prinsipal karena
masyarakat telah memberikan sebagian vangnya kepada pemerintah daerah
melalui pajak, retribusi daerah, dan lain-lain untuk dikelola demi kepentingan
masyarakat. Belanja modal yang bersumber dari PAD juga harus dikelola dan
dipertanggungjawabkan untuk memberikan pelayanan publik yang baik serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui alokasi belanja modal, yaitu
dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai yang dibiayai dari

belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya.
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Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian
daerah, pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar
aspirasi masyarakat (UU 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan
pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan
merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan
ekonomi yang mampu meneiptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah
yang berkelanjutan.

Besarnya-kewenangan legislatif dalam proses penyusunan anggaran (UU
32/2004) membuka ruang bagi legislatif untuk “memaksakan” kepentingan
pribadinya. Posisi legislatif sebagai pengawas bagi pelaksanaan kebijakan
pemerintah daerah, dapat digunakan untuk memprioritaskan preferensinya dalam
penganggaran. Untuk merealisasikan kepentingan pribadinya, politisi memiliki
preferensi atas alokasi yang memiliki dampak politik jangka panjang. Oleh karena
itu, legislatifakan merekomendasi ‘eksekutif umtuk menaikkan alokasi pada
sektor-sektor  yang.. mendukung = kepentingannya.  Legislatif ~ cenderung
mengusulkan pengurangan atas alokasi untuk pendidikan, kesehatan dan belanja
publik lainnya yang tidak bersifat job programs dan targetable.

Darwanto dan Yustikari (2007) mengidentifikasikan bahwa besarnya
Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam menentukan
belanja modal. Setiap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, jika
pemerintah daerah akan mengalokasikan belanja modal maka harus benar- benar

disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan Pendapatan
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Asli Daerah yang diterima. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari
besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah. Sehingga jika pemerintah daerah ingin
meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan
meningkatkan belanja modal, maka pemerintah daerah harus berusaha keras utuk
menggali Pendapatan Asli Daerah yang sebesar- besarnya. Berdasarkan landasan
teoritis dan temuan — temuan empiris di atas , hipotesis dapat dinyatakan sebagai
berikut :

H, : Pendapatan AslisDaerah berpengaruh positifiterhadap pengalokasian

Belanja Modal.

2.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja. Modal

Pemerintah daerah dalam melaksanakan Otonomi daerah harus memiliki
sumber — sumber pembiayaan sehingga tujuan desentralisasi dapat terlaksanakan,
dan tidak menyimpang dari Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mencakup
pembagian keuangan. antara pemerintah pusat dan.pemerintah daerah secara
proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi,
kondisi dan kebutuhan daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang berasal dari APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai
kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan
dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut

merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada
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pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan
didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah
daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi
pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang
tidak penting.

Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan oleh Holtz-Eakin et. al.
(1985) dalam Darwanto (2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat
erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah.
Secara spesifik...mereka...menegaskan _bahwa variabel-variabel kebijakan
pemerintah daerah dalam jangka pendek-disesuaikan (adjusted) dengan transfer
yang diterima, sehingga memungkinkan terjadinya respon.yang non-linier dan
asymmetric. Landasan teoretis dan temuan-temuan empiris di atas menghasilkan
hipotesis sebagai berikut:

Hs : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap pengalokasian

Belanja Modal.



BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1  Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan data sekunder dari data Laporan
APBD. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data
kepada pengumpul data (Sugiyono,2008:402) atau data yang dimiliki oleh peneliti
secara tidak langsung melalui pihak perantara. Penelitian kuantitatif adalah
penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran
variabel-variabel.penelitian.dengan angka dan _melakukan analisis data dengan
prosedur statistik

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi
Jawa Timur yang terdiri dari 29 Kabupaten dan'9 Kota. Peneliti memperoleh data
mengenal laporan realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana
Alokasi Umum, dan Belanja Modal di-38. Kabupaten/Kota di Jawa Timur dari
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah se-Jawa Timur dengan periode
anggaran tahun 2013-2016.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2008:13).

3.2 Teknik Pengambilan Sampel

Sugiyono (2008:73) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Jadi sampel yang digunakan dalam
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penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah se-Jawa
Timur periode anggaran 2013-2016.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan purposive sampling, dimana dalam pengambilan sampel
kemungkinan peneliti memilki tujuan, target serta pertimbangan tertentu dalam
menentukannya.

Adapun kriteria _pengambilan sampel. dalam penelitian ini adalah
Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur yang telah. memasukkan laporan
realisasi APBD (PAD;.DAU, dan Belanja Modal) periode anggaran tahun 2013-

2016 ke Badan Pemeriksa Keuangan BPK Provinsi Jawa Timur.

3.3  Teknik Pengumpulan Data

Metodepengumpulan data merupakan suatu cara atau proses yang
sistematis ‘dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan
tertentu.
3.3.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter, yaitu
jenis data penelitian berupa arsip yang memuat tentang laporan realisasi APBD.
3.3.2 Sumber Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang
bersumber dari laporan realisasi APBD tahun 2013-2016 yang diperoleh dari
instansi pemerintahan (BPK).

3.3.3 Teknik Pengumpulan Data
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Teknik pengumpulan data merupakan tindakan atau usaha memperoleh
data yang dibutuhkan oleh peneliti dan penelitiannya. Untuk memperoleh data
yang relevan sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka data yang digunakan
penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data
yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui media perantara atau pihak
lain.

Sumber data sekunder dalam penelitian.ini berasal dari laporan realisasi
APBD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur selama periode penelitian 2013 — 2016

yang diperoleh dari-instansi.pemerintahan (BPK).

3.4  Variabel dan Definisi Operasional Variabel
Didalam penelitian ini terdapat dua wvariabel, variabel dependen dan

independen yaitu:

3.4.1 Variahel

1. Variabel dependen adalah variabel yang tergantung pada variabel lain
(Sugiyono, 2013:61). Variabel dependen merupakan variabel terikat yang
mengikuti perubahan-perubahan dari variabel lain. Variabel dependen
dalam penelitian ini adalah belanja modal.

2. Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang
mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel

terikat (Sugiyono, 2013: 61). Variabel independen dalam penelitian ini
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adalah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi

umum.

3.4.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah variabel yang tidak tergantung pada

variabel lain dengan cara memberikan arti atau operasional dari variabel yang

diperlukan untuk mengukurvariabel yang diteliti.

1.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhann..ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang
terus menerus dalam jangka panjang dan merupakan salah satu indikator
keberhasilan pembangunan, semakin itingginya pertumbuhan ekonomi
biasanya semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan
ekonomi diproksi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per
kapita,yang dihitung dengan rumus :

. o . | (JDREy- PDREF 1) X 100%
ertumbuhan ERkonomi = (PDRBt 1) 0

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari
sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. PAD terdiri dari Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah
(RD), Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
Lain-lain Pendapatan yang sah (LPS), yang dirimuskan dengan:

PAD = HPD + RD + PLPD + LPS
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Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah
Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal
dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.
Dana alokasi umum untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat
dari pos dana perimbangan dalam Laporan APBD. Rasio Dana Alokasi
Umum diperoleh dari Dana Alokast Umuim dibagi dengan total pendapatan
daerah dapat dinyatakan sebagai berikut.:

DAU =.Celah Fiskal + Alokasi Dasar
Dimana :

Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal — Kapasitas Fiskal

Belanja Modal

Belanja Modal merupakan bagian dari belanja langsung yang digunakan

untuk “alokasi pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka

memperoleh“atau menambah aset tetap dan_aset lainnya yang memberi

masa manfaat lebih dari dua belas bulan serta melebihi batasan minimal

kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Indokator variabel ini diukur dengan :

Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin +

Belanja Modal = Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja jalan,

Irigasi dan Jariangan + Belanja Aset Lainnya
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3.5  Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih
mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penelitian ini menggunakan model regresi
linier berganda. Model analisis ini dipilih karena penelitian ini dirancang untuk
mengukur hubungan antara tiga variabel independen terhadap satu variabel
dependen. Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk menguji pengaruh
Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum
terhadap Belanja® Modal pada Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Sebelum
melakukan analisis..regresi..berganda terlebih dahulu datanya diuji dalam uji
asumsi klasik yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh telah
memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Menurut Ghozali (2006) dalam analisis regresi selain mengukur kekuatan
hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara

variabel dependen dan variabel independen.

3.5.1 Uji AsumsiKiasik

Data yang diperoleh dalam penelitian akan diuji terlebih dahulu untuk
memenuhi asumsi dasar sebelum melakukan pengujian hipotesis. Terdapat
beberapa asumsi yang harus dipenuhi pada model regresi linier berganda, oleh
karena itu perlu dilakukan pengujian terhadap penyimpangan asumsi model

klasik, yaitu:
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1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,
variabel tidak bebas dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal
atau tidak. Model regresi yang baik mempunyai distribusi data normal atau
mendekati normal. Untuk menguji apakah distribusi data normal atau tidak, maka
dilakukan dengan melihat norma probability plot yang membandingkan distribusi
kumulatif dari distribusi normal.
2. Uji Heteroskedastisitas

Penyimpangan.... asumsi....klasik__~yang __kedua . adalah adanya
heteroskedastisitas, artinya varian variabel dalam model tidak sama (konstan).
Heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan:dari model yang diamati tidak
memiliki varian yang Konstan dari satu observasi ke observasi lainnya. artinya,
setiap observasinya mempunyai rentabilitas yang berbeda akibat perubahan dalam
kondisi yang melatarbelakangr tidak terangkum dalam spesifikasi model.
3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model
regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada teriode t dengan kesalahan
pada periode t.
4. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk melihat apakah ada keterkaitan
hubungan yang sempurna antara variabel-variabel independen. Jika didalam
pengujian ternyata didapatkan sebuah kesimpulan bahwa antara variabel

independen tersebut saling terkait, maka pengujian tidak dilakukan kedalam
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tahapan selanjutnya yang disebabkan oleh tidak dapat ditentukannya koefisien
regresi variabel tersebut tidak dapat juga ditentukan nilai standart error-nya
menjadi tak terhingga. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam uji
multikolinieritas, salah satunya adalah nilai tolerance atau variance inflation
factor (VIF). Dasar dalam pengambilan keputusan dari kedua metode tersebut
adalah :
Untuk tolerance :
a. Jika nilaistolerance Jdebih besar ‘dari, 0,10 maka artinya tidak terjadi
multikolinieritas terhadap data yang diuji.
b. Jika nilai tolerance lebih- kecil-dari 0,10 maka artinya telah terjadi
multikolinieritas terhadap data yang diuji.
Untuk nilai VIF (Varian Inflation Factor)
a. Jika nilai VIF lebih ‘kecildari 10,00 maka artinya tidak terjadi
multikolinieritas terhadap data yang diuji.
b. Jika nilai VIF lebih besar dari 10,00 maka artinya terjadi multikolinieritas

terhadap datayang diuji.

3.5.2 Metode Analisis Data
Metode analisis data yang ada dalam penelitian ini adalah analisis regresi
berganda, dimana sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu

dilakukan analisis statistik deskriptif, uji normalitas data, dan uji asumsi klasik.
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1. Uji Regresi Berganda
Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi
berganda (multiple regression). Hal ini sesuai dengan rumusan masalah, tujuan
dan hipotesis penelitian ini. metode regresi berganda menghubungkan satu
variabel dependen dengan beberapa variabel independen dalam satu model
prediktif tunggal. Uji regresi berganda digunakan untuk menguji pertumbuhan
ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian
belanja modal. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan
persamaan sebagai berikut :
Y = a+ BIPDRB + B2PAD + B3DAU + e

dimana :

Y = Belanja Modal (BM)

o = Konstanta

B = Slope atau koefisien regresi atau intersep

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PAD = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
DAU = Dana Alokasi Umum (DAU)
e = Error

Model analisis regresi berguna untuk mengestimasi parameter-parameter
regresi untuk membantu menjawab hipotesis penelitian. Perhitungan estimasi
parameter regresi dan uji-uji statistik yang digunakan dalam penelitian didukung

dengan program SPSS.
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Secara statistik ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir aktual
dapat diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F serta koefisien determinasinya.
Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji
statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya
disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah Ho
diterima.

Pengujian hipotesis-menggunakan analisis dan panel (pooled data) yang
bertujuan untuk «melihat pengaruh® variabel independen terhadap variabel
dependen serta -kemampuan.model dalam _menjelaskan perilaku belanja modal
dalam APBN. Oleh karena itu pengujian dikelompokkan menjadi :

2. Uji Statistik t

Uji t dilakukan untuk menguji signifikasi variabel bebas terhadap variabel
terikat secara individual, hal ini dilakukan dengan membandingkan hitung dengan
tabel pada level of significant 5% dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

Ho : B = 0 artinya tidak ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap
variabel dependen.
Ho : B # 0 artinya ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap
variabel dependen.
a. Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima dan H; ditolak
b. Jika t hitung > t tabel maka Hiditerima dan Ho ditolak
2 Uji Statistik F
Uji F dilakukan untuk menguji signifikansi variabel independen terhadap

variabel dependen secara bersama-sama. Pengujian dilakukan dengan
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membandingkan F hitung dengan F tabel pada level of significant 5% dengan
Kriteria pengujian sebagai berikut :
Ho : Bl = B2 = ... Bk = 0 artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara semua
variabel independen dengan variabel dependen.
Ho : B1 # B2 # ... Bk = 0 artinya ada pengaruh yang signifikan antara semua
variabel independen terhadap variabel dependen.
a. Jika F hitung < F tabel maka Ho diterima dan H; ditolak
b. Jika F hitung > tabel maka H; diterima:dan Ho ditolak
3. Koefisien Determinasi

Tujuan pengujian ini untuk menguyji tingkat keeratan atau keterikatan antar
variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nila
koefisien determinasi (adjusted R-square). Nilai koefisien determinasi adalah
antara nol dan satu. Nilai R? yang kecil berarti kemampuan variabel - variabel
independen dalam menjelaskan. keterikatannya dengan variabel dependen amat
terbatas sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel -variabel independen
memberikan hampir semua infermasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi

variabel dependen.



BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1  Hasil Penelitian

Bagian ini akan mengemukakan hasil penelitian mengenai pengaruh
Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum
terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Timur pada periode tahun 2013-2016. Hasil penelitian yang akan dijelaskan
antara lain gambaran..objek. penelitian, pemilinan sampel, statistik deskriptif,
pengujian asumsi Klasik, dan analisis regresi linier berganda beserta pengujian

hipotesis yang akan dijelaskan sebagai berikut :

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Jawa Timur merupakan.provinsi dibagian timur Pulau Jawa, Indonesia.
Provinsi Jawa Timur didirikan pada tanggal 4 Maret 1950 berdasarkan UU No. 2
Tahun 1950. Jawa Timur memiliki luas wilayah 47.799,75 km, dan jumlah
penduduk sebanyak 39 juta jiwa lebih pada tahun 2016 yang terdiri berdasarkan
jenis kelamin laki-laki ada 19.29 juta jiwa dan perempuan ada 19,78 juta jiwa.
Secara nasional, jumlah penduduk Jawa Timur di urutan nomor dua setelah Jawa
Barat dengan 47 juta lebih penduduk.dibanding tahun 2015, jumlah penduduk
Jawa Timur tahun 2016 mengalami kenaikan sebanyak 227 ribu lebih jiwa.

Jawa Timur terletak antara 110,0’ BT hingga 114,4’ BT dan Garis Lintang

7,12° LS dan 8,48’ LS. Jawa Timur memiliki wilayah terluas diantara 6 provinsi

46
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di pulau jawa. Secara umum Jawa Timur terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu
Jawa Timur daratan dengan proporsi lebih luas hampir mencakup 90% dari
seluruh luas wilayah Provinsi Jawa Timur dan wilayah kepulauan madura yang
luasnya hanya sekitar 10% saja. Jawa Timur memiliki 229 pulau yang terdiri dari
162 pulau bernama dan 67 pulau tak bernama, dengan panjang pantai sekitar
2.834 km. Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa dan Pulau Kalimantan di
utara, Selat Bali/Provinsi Bali'di Timur, Samudra Hindia di Selatan, serta Provinsi
Jawa Tengah dibagian barat (Febriana, 2015)

Jawa Timur.merupakan Provinsi yang memiliki kabupaten/kota tebanyak
di Indonesia yang terdiri atas 29 kabupaten dan 9 kota. Jawa Timur yang
merupakan salah satu  Provinsi di Negara: Indonesia..mempunyai sistem
pemerintahan yang sama dengan provinsi-provinsi yang lain. Unit pemerintah
yang dikoordinir oleh provinsi secara langsung adalah kabupaten/kota. Masing-
masing kabupaten/kota terdiri. dari “beberapa kecamatan, sedangkan suatu
kecamatan terbagi habis'menjadi beberapa desa dan Provinsi Jawa Timur terbagi

habis menjadi 662 keeamatan'dan'8.506 desa/kelurahan.

4.1.2 Pemilihan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini data yang diperoleh berdasarkan pada laporan
keuangan kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur yang diambil dari Badan
Pemeriksaan Keuangan (BPK) dengan tahun penelitian selama empat tahun yaitu
2013-2016. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, maka sampel yang digunakan

dalam penelitian ini adalah :
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Tabel 1
Proses Pemilihan Sampel
Keterangan 2013 2014 2015 2016  >umiah
Sampel
Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Timur 38 38 38 38 152

Kabupaten/Kota di Provinsi

Jawa Timur yang tidak 0) 0) 0) 0) 0)
mempublikasikan Laporan

Keuangan Pemerintah

Daerah LKPD

Jumlah Sampel Akhir 38 38 38 38 152

Sumber : Data yang diolah

Dalam tabel 1 tersebut, peneliti menggunakan—sampel sebanyak 152
laporan keuangan pada periode tahun. 2013 sampai dengan 2016. Teknik
pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik
purposive sampling dalam proses seleksi pemilinan sampel, maka jumlah sampel
yang digunakan adalah 152 unit sampel. ;Dalam tabel 1 tersebut seluruh
Kabupaten/kota di Provinsi Jawa  Timur  telah mempublikasikan Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Data-data tersebut diperoleh ~Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
perwakilan Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui
pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi
Umum terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
Berikut ini merupakan daftar nama pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang

menjadi sampel penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah :
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Tabel 2

Daftar Nama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur
No Kabupaten/Kota No Kabupaten/Kota
1  Kabupaten Bangkalan 20 Kabupaten Pasuruan
2 Kabupaten Banyuwangi 21 Kabupaten Ponorogo
3 Kabupaten Blitar 22  Kabupaten Probolinggo
4 Kabupaten Bojonegoro 23 Kabupaten Sampang
5 Kabupaten Bondowoso 24  Kabupaten Sidoarjo
6  Kabupaten Gresik 25 Kabupaten Situbondo
7 Kabupaten Jember 26 Kabupaten Sumenep
8  Kabupaten Jombang 27 Kabupaten Trenggalek
9  Kabupaten Kediri 28 “Kabupaten Tuban
10 Kabupatend-amongan 29 Kabupaten Tulungagung
11 Kabupatén Lumajang 30 Kota Batu
12 KabupatenMadiun 31 Kota Blitar
13 Kahupaten Magetan 32 Kota Kediri
14 Kabupaten Malang 33  Kota Madiun
15 Kabupaten Mojokerto 34 Kota Malang
16 Kabupaten Nganjuk 35 ' Kota Mojokerto
17 Kabupaten Ngawi 36 Kota Pasuruan
18 Kabupaten Pacitan 37 Kota Probolinggo
19 Kabupaten Pamekasan 38 Kota Surabaya

Sumber ;' LKPD Provinsi Jawa TimurTahun 2013-2016

4.1.3 Analisis'Statistik Deskriptif

Menurut Sugiono (2009:173) analisis deskriptif atau statistik deskriptif
merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis dengan cara
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana
mestinya tanpa adanya maksud memuat kesimpulan yang berlaku untuk umum
atau generalisasi.

Analisis deskriptif variabel digunakan untuk menggambarkan distribusi
data diantaranya rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai

minimum dari sampel yang telah diteliti. Standar deviasi digunakan untuk
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mengetahui seberapa besar data yang diteliti tersebut bervariasi dari rata-rata.
Nilai maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah yang paling besar dari data
yang telah diteliti (Febriana, 2015). Pada analisis deskriptif akan disajikan
gambaran masing-masing variabel penelitian antara lain Pertumbuhan Ekonomi
(PE), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai
variabel independen dan Belanja Modal (BM) sebagai variabel dependen.

Hasil yang diperoleh dari pengumpulan data sekunder mengenai
Pertumbuhan Ekenomi (PE), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi
Umum (DAU) dan-Belanja. Modal (BM) pada Kabupaten/kota di Provinsi Jawa
Timur pada periode 2013-2016, maka hasil SPSS tentang statistik deskriptif
disajikan pada tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3
Hasil'Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

N Minimum ™ Maximum Mean Std. Deviation
BM 152 71.856 2.131.478 383.228 307.366
PE 152 -0.15 0.86 0.3381 0.17273
PAD 152 39.249 4.091.867 296.543 532.643
DAU 152 353.128 1.709.892 893.151 287.312
Valid N (listwise) 152

Keterangan : Dalam Jutaan Rupiah
Sumber : Hasil Output SPSS

Berdasarkan hasil statistik deskriptif dapat dilihat bahwa hasil
pengelolahan data ini menghasilkan nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-
rata (mean) dan standar deviasi atas variabel-variabel yang telah digunakan. Tabel
3 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini ada 152 data observasi yang

digunakan, dengan rincian variabel dependen dan independen sebagai berikut:
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1. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tabel 3 terlihat bahwa Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai
minimum sebesar Rp -0.15. Kabupaten/Kota yang memiliki Pertumbuhan
Ekonomi dengan nilai minimum adalah Kota Batu pada tahun 2013. Yang berarti
bahwa rendahnya Pertumbuhan Ekonomi di Kota Batu disebabkan karena
perkembangan aktivitas perekonomian masyarakat Kota Batu yang lambat serta
adanya inflasi disebabkan.kenatkan harga beberapa komuditas bahan makanan
utama karena penurunan stok/bahan akibat kondisi cuaca yang kurang baik.

Pertumbuhan.Ekonomi memiliki_nilai maksimum sebesar Rp 0.86. Dari
data diketahui bahwa Pertumbuhaan Ekenomi tertinggi pada Kabupaten/Kota
adalah Kota Surabaya pada tahun 2016. Naikknya pertumbuhan ekonomi Kota
Surabaya, dikarenakan adanya kenaikan PAD, dimana Kota Surabaya memiliki
tiga sektor penunjang perekonomian yakni perdagangan, hotel dan restoran, serta
angkutan umum/transportasi. Ketiga sektor ini sangat dominan dan berperan besar
menyumbang pendapatan asli daerah Kota Surabaya. Kenaikan penanaman modal
usaha yang ditompang penyediaan saranainfrastruktur yang memadai dapat
meningkat pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya.

Adapun nilai rata-rata (mean) dari Pertumbuhan Ekonomi yang diperoleh
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur selama empat tahun adalah sebesar Rp
0.3381. Sedangkan nilai standar deviasi dari Pertumbuhan Ekonomi adalah

sebesar Rp 0.17273.
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2. Pendapatan Asli Daerah

Pada tabel 3 terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai
minimum sebesar Rp 39.249 Juta. Pendapatan Asli Daerah terendah adalah Kota
Batu pada tahun 2013. Oleh karena itu Kota Batu masih sangat tergantung dengan
Pemerintah pusat untuk membiayaai belanja modalnya, Sehingga Kota Batu harus
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan menggali terus menerus sumber
Pendapatan Asli Daerahnya sedikit lebih intensifikasi dan ekstensifikasi.

Pendapatan  Asli Daerah memiliki nilai maksimum sebesar Rp 4.091.867
juta. Dari data diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah tertinggi adalah Kota
Surabaya pada tagun 2016. Tingginya Pendapatan Asli Daerah menunjukkan
bahwa Kota Surabaya memiliki kemandirian otonomi daerah yang lebih besar
dalam membiayai pembangunan daerah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di
Jawa Timur lainnya.

Selain itu rata-rata (mean) dari-Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh
Kabupaten/Kota, di Jawa. Timur selama empat tahun sebesar Rp 296.543 juta.
Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 532.643 juta.
Nilai standar deviasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 532.643 juta yang lebih
besar dari mean Rp 296.543 juta menunjukkan bahwa distribusi data cenderung
ada perubahan peningkatan/ tidak normal.

Berdasarkan data yang diperoleh pada empat periode yang digunakan
sebagai sampel diketahui bahwa terjadi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari
tahun ke tahun, hal ini menunjukkan ada progress yang cukup baik dalam rangka

optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah.
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3. Dana Alokasi Umum

Pada tabel 3 menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki nilai
minimum sebesar Rp 353.128 juta. Dari data diketahui bahwa Kabupaten/Kota
yang memiliki Dana Alokasi Umum terendah adalah Kota Pasuruan pada tahun
2013. Rendahnya Dana Alokasi Umum Kota Pesuruan menunjukkan bahwa
dengan wilayah yang tidak begitu luas bisa mandiri dalam membiayai
pelaksanaan otonomi daerahnya.

Sedangkan‘nilai maksimum Dana Alekasi Umum sebesar Rp 1.709.892
juta. Dari data diketahui bahwa kabupaten/kota yang memiliki Dana Alokasi
Umum tertinggi adalah kabupaten Jember pada tahun 2016. Tingginya Dana
Alokasi Umum kabupaten jember tersebut menunjukkan bahwa kabupaten jember
masih sangat tergantung terhadap pemerintah pusat.

Dengan data yang dilakukan selama empat tahun, Dana Alokasi Umum
mamiliki nilai rata-rata (mean) sebesar Rp 893.151 juta dan memiliki nilai standar
deviasi sebesar. Rp 287,312 "juta. Kecilnya nilai standar. deviasi sebesar Rp
287.312 juta dibanding dengan nilai rata-rata (mean) sebesar Rp 893.151 juta

menunjukkan bahwa distribusi cenderung normal.

4. Belanja Modal
Pada tabel 3 terlihat bahwa Belanja Modal memiliki nilai minimum
sebesar Rp 71.856 juta. Dari data diketahui bahwa nilai Belanja Modal terendah

adalah Kota Pasuruan pada tahun 2013. Rendahnya Belanja Modal menunjukkan
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bahwa Kota Pasuruan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang dimiliki
dapat membiayai Belanja Modal daerahnya dengan dana sebesar Rp 71.856.

Sedangkan nilai Belanja Modal maksimum sebesar Rp 2.131.478 juta.
Dari data diketahui bahwa nilai Belanja Modal tertinggi adalah Kota Surabaya
pada tahun 2015. Ini menunjukkan bahwa Kota Surabaya dalam mengalokasikan
sebagian besar biayanya untuk Belanja Modal dalam kegiatan pembangunan
daerahnya.

Dengan data yang diteliti selama empat tahun nilai Belanja Modal
memiliki rata-rata.(mean). sebesar. Rp 383.228 juta _dan nilai standar deviasi
Belanja Modal sebesar Rp 307.366 juta. Nilai standar deviasi ini lebih kecil dari

nilai rata-rata (mean) yang menunjukkan bahwadistribusi data cenderung normal.

4.1.4 Hasil Uji Asumsi Klasik

Ujirasumsi klasik ini dilakukan untuk melihat apakah asumsi-asumsi yang
diperlukan dalam analisisiregresi linier terpenuhi. Dalam penelitian ini, pengujian
yang dilakukan terdiri dari. uji normalitas data,uji multikolinearitas, uji
autokorelasi, dan uji heteroskedasitas. Data int diolah dengan menggunakan SPSS
22 dari data yang telah diolah, hasil uji asumsi klasik dapat dirinci sebagai

berikut:

1. Uji Normalitas Data
Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi

tersebut variabel-variabel penelitian yang telah memiliki distribusi normal. Untuk
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menguji normalitas data dapat menggunakan analisis grafik dengan melihat
normal P-P Plot of Regression Standardized Residual. Jika data normal maka data
akan menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hasil

uji normalitas data P-Plot dapat disajikan sebagai berikut :

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: BM

1,0

10

ambar 3
Hasil Uji Normalitas Data Grafik P-Plot

Sumber :Hasil Output SPSS

Dalam gambar 3 dapat dilihat bahwa grafik normal P-P Plot diatas,titik-
titik yang menyebar disekitar diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis
diagonal. Jadi dalam grafik diatas menunjukkan bahwa model regresi memenuhi

asumsi normalitas data.
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2. Uji Heteroskedasitas

Uji Heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan varian dari dari residual satu pengamatan ke pengamatan
yang lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang tidak terjadi
heteroskedasitas. Ada tidaknya heteroskedasitas dapat dilakukan dengan melihat
grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan
residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedasitas dapat dilakukan
dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID
dengan ZPRED..Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik penyebar diatas dan
dibawah angaka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedasitas. Hasil uji

heteroskedasitas dapat disajikan sebagal berikut:

Scatterplot
Dependent Variable: EM

5,0

2,5

0,0

2,5

Regression Studentized Residual

5,0

T I T |
-2 [u} 2 4 &

00

Regression Standardized Predicted Value

Sumber : Hasil Output SPSS

Gambar 5
Hasil Uji Heteroskedasitas Grafik Scatterplot
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Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar diatas
maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu,
maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian

ini tidak mengindikasi adanya heteroskedasitas.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi
linier ada korelasi-antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada-periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan
adanya problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas
dari autokorelasi. Uji korelasi dalam penelitian ini menggunakan uji Durbin-
Watson. Untuk mengetahui ada tiaknya autokorelasi dapat dilihat berdasarkan
nilai Durbin-Watson. Jika nilai yang diperoleh pada Durbin-Watson diantara -2
sampai dengan +2, maka model regresi dapat dinyatakan tidak terdapat
autokorelasi. Hasil autokaorelasi tersebut dapat disajikan pada tabel sebagai berikut

Tabel 7
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary®
Model Durbin-Watson
1 1,685
a. Predictors: (Constant), DAU, PE, PAD
b. Dependent Variable: BM

Pada tabel diatas nilai Durbin-Watson adalah sebesar (terletak antara -2
sampai dengan +2), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi

adanya autokorelasi.
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4. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah
model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model
regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi antar variabel independen. Untuk
mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Tolerance dan
Variance Inflasion Factor (VIF). Jika nilai Tolerance> 0,10 dan nilai VIF < 10,
maka model regresi dapat.dinyatakan tidak terdapat multikolinearitas. Hasil uji
multikolinearitas dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients®
Collinearity Statistics

Tolerance VIF
1 (Constant)
PE ,968 1,033
PAD ,863 1,159
DAU ,890 1,124

a. Dependent Variable; BM

Sumber : Hasil Qutput SPSS

Berdasarkan tabel .6 diatas terlihat bahwa nilai tolerance dari variabel
Pertumbuhan Ekonomi (PE) memiliki nilai sebesar 0,113, variabel Pendapatan
Asli Daerah (PAD) memiliki nilai sebesar 0,110, dan Dana Alokasi Umum
(DAU) memiliki nilai sebesar 0,880. Ketiga variabel independen tersebut
memiliki nilai tolerance > 0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa pada model
regresi tidak terjadi multikolinearitas.

Begitu juga dengan nilai Variance Inflation Factor (VIF) pada tabel

diatas. Pertumbuhan Ekonomi (PE) memiliki nilai 8,832, variabel Pendapatan Asli
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Daerah (PAD) memiliki nilai sebesar 9,113, dan variabel Dana Alokasi Umum
memiliki nilai sebesar 1,136. Karena ketiga variabel independen tersebut memiliki
niali VIF < 0,05, maka hal ini dapat menunjukkan bahwa model regresi yang

dilakukan dalam penelitian ini tidak mengindikasi adanya multikolinearitas.

4.1.5 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi inier berganda bertujuan untuk mengukur kekuatan
hubungan antara dua variabel atau lebih dan untuk menunjukkan arah hubungan
antara variabel dependen atau. independen.berikut adalah merupakan hasil analisis
regresi linier berganda dari data yang diolah :

Tabel 8
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients?

Unstandardized Coefficients . Standardized Coefficients

Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 1,031 3,678 ,031 975
PE 1,711 5,693 ,064 1,983 ,048
PAD ,481 ,020 ,840 7,104 ,000
DAU ,225 ,036 ,210 6,233 ,000

a. Dependent Variable: BM
Sumber : Hasil Output SPSS

Dari tabel 8 yang menunjukkan hasil dari analisis regresi linier berganda
di atas, dapat disusun fungsi atau persamaan regresi linier berganda yaitu sebagai
berikut :

BM=1031-1,711+0,481+0,225 +¢
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1. Uji Koefisien Determinasi (R?)

Koefisien determinasi R? digunakan untuk mengukur seberapa besar
kemampuan semua variabel independen dalam menerangkan variasi dari variabel
dependen. Karena uji koefisien determinasi (R?) memiliki kelemahan, maka
digunakanlah Adjusted R Square yang berkisar antara angka 0 dan 1. Apabila nilai
Adjusted R Square semakin mendekati angka 1, maka semakin baik kemampuan
persamaan regresi tersebut-dalam menjelaskan variabel dependennya. Hasil uji
koefisien determinast dapat disajikan dalam. tabel berikutini :

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R?)

Adjusted R Std. Error of the
Model R R Square Square Estimate

9222 850 847 1,2213

a. Predictors: (Constant), DAU, PE, PAD
b. Dependent Variable: BM

Sumber : Hasil Output SPSS

Dari tabel 9 yang disajikan diatas, diketahui bahwa nilai Adjusted R
Square sebesar 0,847 atau-84 persen. Artinya perubahan yang terjadi pada
variabel belanja modal sebesar 84 persen mampu dijelaskan oleh variabel
pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum.
Sedangkan sisanya 16 persen dipengarui oleh variabel lain yang tidak ada dalam
peneltian ini.
2. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model dilakukan untuk mengetahui apakah model atau

persamaan regresi yang telah terbentuk layak untuk dijadikan sebagai alat untuk
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estimasi dalam penelitian. Uji F ini dapat dijelaskan dengan menggunakan
analysis of variance (ANOVA) dengan tingkat singnifikansi sebesar 5% atau
0,05. Apabila nilai signifikansi < 0,05, maka hal ini berarti bahwa persamaan
regresi yang berbentuk layak untuk dijadikan sebagai alat estimasi dan dapat diuji
lebih lanjut, begitu juga sebaliknya. Hasil uji kelayakan model regresi disajikan

dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 10
Hasil Uji Kelayakan Madel Regresi (Geodness of fit)
ANOVA?®
Madel Sum of Squares df " Mean Square “F. Sig.
1 Regression Rl 3 4,733 2,262, ,000°
Residual 2,143 (148 1,704
Total 1,344 1o

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), DAU, PE, RAD
Sumber:Hasil Qutput SPSS

Dari hasil pengujian kelayakan model regresi (Goodness of fit) yang telah
disajikan pada tabel ANOVA diatas, diketahui bahwa nilai F hitung sebesar
253,837 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000/ 1ebih keeil dari 0,05, sehingga
dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi yang terbentuk layak atau baik untuk

dijadikan sebagai alat estimasi dan dapat lanjut ke pengujian selanjutnya.

4.1.6 Pengujian Hipotesis

Uji statistik T dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh satu
variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen secara
individual. Dengan menggunkan tingkat signifikansi 0,05, maka apabila t hitung

> t tabel atau Sig. < 0,05, maka hal ini menunjukkan bahwa variabel independen
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berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya apabila t
hitung < tabel atau Sig. > 0,05, maka hal ini menunjukkan bahwa varibel
independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji signifikansi
parameter individual disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 11
Hasil Uji Parameter Individual (Uji T)

Coefficients?

Unstandardized Standardized

Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta T Sig.
1 (Constant) 1,031 3,678 ,031 ,975
PE .1 5,693 ,064 1,993 ,048
PAD 481 ,020 ,840 24,537 ,000
DAU ,225 ,036 g 8, 6,229 ,000

a. Dependent Variable: BM
Sumber @ Hasil Output SPSS

Berdasarkan tabel 11 diatas, nilai signifikan (Sig.) dari masing-masing
variabel independen adalah sebagai-berikut :
1. H; : Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Positif terhadap Belanja Modal
Variabel PertumbuhanyEkenomi (PE)fmempunyai t hitung sebesar 1,993
dengan signifikasi 0,050 (tidak lebih dari 0,050) yang berarti Pertumbuhan
Ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal atau hipotesis
diterima.
2. H, : Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh terhadap Belanja Modal
Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai t hitung sebesar

24,537 dengan signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,050) yang berarti Pendapatan



63

Asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal atau hipotesis
diterima.
3. Hsz : Dana Alokasi Umum Berpengaruh terhadap Belanja Modal

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai t hitung sebesar 6,229
dengan signifikansi sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,050) yang berarti Dana
Alokasi Umum memiliki pengaruh positif terhadap Belanja Modal atau hipotesis

diterima

4.2  Pembahasan
Model regresi penelitian ini telah memenuhi uji asumsi klasik secara
keseluruhan, yang berarti bahwa model regresi  ini bebas dari adanya gejala

multikolinieritas, autokarelasi dan heteroskedasitas.

4.2.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Hasil “penelitian’, ini® menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi
berpengaruh positif terhadap. Belanja Modal. Hasil ini menunjukkan bahwa
semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi pula tingkat
belanja modal. Dan sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi rendah maka belanja
modal juga akan rendah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator
keberhasilan dalam pembangunan. Dengan demikian semakin tingginya
pertumbuhan ekonomi biasanya semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan

masyarakat.
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Pertumbuhan ekonomi merupakan angka yang menunjukkan kenaikan
kegiatan perekonomian suatu daerah setiap tahunnya. Jika suatu angka
pertumbuhan ekonomi dalam setiap tahun menurun meskipun anggaran belanja
modal setiap tahunnya meningkat maka dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi
yang lambat hal ini terjadi karena beberapa indikator ekonomi yaitu inflasi, ekspor
barang dan jasa, dan impor luar negeri yang membuat perlambatan ekonomi pada
tingkat kabupaten/kota. Hal-ini juga disebabkan cleh pertumbuhan ekonomi yang
lambat tidak terlalu dipertimbangkan sebagai acuan utama dalam penyusunan
belanja modal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Darwanto dan Yustikasari (2007) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi
berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, serta dalam penelitian Arwati dan
Hadiati (2013) yang melakukam penelitian terhadap sampel kabupaten/kota yang
ada di Jawa Barat yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak

memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

4.2.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerahterhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)
berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM). Hasil penelitian ini
berpengaruh posotif yang berarti semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang
diterima oleh daerah maka semakin besar pula Belanja Modal yang dapat

dialokasikan oleh daerah tersebut.
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan daerah asli
yang digali didaerah tersebut digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah
dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil
ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah bertujuan
untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mendanai
pelaksanaan otonomi sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan
desentralisasi.

Bagi pemerintah Pendapatan Asli Daerah sangat. penting karena dalam
Pendapatan Asli..Daerah .menunjukkan kemampuan daerah dalam menggali
sumber keuangannya sendiri yang kemudian menjadi sebuah ukuran kinerja bagi
pemerintah daerah dalam proses pengembangan-ekonomi daerah.

Dalam besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah mencerminkan kemandirian
suatu daerah dalam membiayai pelaksanaan untuk tujuan pembangunan
didaerahnya. Jika Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan oleh suatu daerah
semakin besar, maka daerah ‘tersebut dapat dikatakan semakin mandiri dalam
pelaksanaan pembangunan di daerahnya dan diharapkan dimasa yang akan datang
peran Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan
pembangunan di suatu daerah akan semakin meningkat. Dengan demikian,
menigkatnya Pendapatan Asli Daerah akan mempengaruhi pemerintah daerah
dalam merencanakan Belanja Modal daerah. Sejalan dengan PP No.58 Tahun
2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa pendapatan
asli daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan

kemampuan pendapatan daerah. Artinya, disetiap penyusunan APBD, jika
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pemerintah daerah akan mengalokasikan belanja modal maka harus benar-benar
disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan pendapatan asli
daerah yang diterima. Antara pendapatan asli daerah dengan belanja modal terjadi
suatu hubungan timbal balik dalam keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi
pendapatan asli daerah maka semakin tinggi pula belanja modal (Febriana, 2015).

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu Darwanto dan
Yustikari (2007), Febriana (2015), Tuasikal (2008) yang menyatakan bahwa
pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Disisi
lain, hasil ini tidak-mendukung penelitian dari Mentayani dan Rusmanto (2013),
Tolu el al (2016) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerahtidak memiliki

pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

4.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU)
berpengaruh terhadap Belanja Modal (BM). Hasil penelitian ini berpengaruh
positif yang berarti semakin.tinggi Dana Alokasi Umum yang diterima oleh
daerah maka semakin besar pula Belanja Modal yang dialokasikan oleh daerah
tersebut. Semakin besar Dana Alokasi Umum yang diberikan pemerintah pusat
maka akan mendorong pengeluaran daerah yang besar juga dalam membiayai
kegiatan pemerintah daerah tersebut. Semakin besar kebutuhan daerah maka
semakin besar pula Dana Alokasi Umum yang diperoleh pemerintah daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan

APBN yang dialokasijkan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar
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daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. Implikasinya DAU dialokasikan kepada setiap daerah dalam
rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan
pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu DAU bersifat Block Grant yang
berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan
kebutuhan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam
rangka pelaksanaan otonomi daerah.

DAU memiliki keterkaitan dengan Belanja Maodal, karena DAU yang
diterima pemerintah...daerah  fungsinya ditujukan untuk mendanai belanja
pemerintah daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan publik yang dapat
tercipta melalui pembangunan infrastruktur dan-prasarana. Maka dari itu semakin
tinggi DAU yang diterima maka belanja modal juga akan semakin meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu Darwanto dan
Yustikasart (2007), Febriana (2015), Tuasikal (2008), dan Tolu et al (2016) yang
menyatakan hahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap belanja maodal. Disisi lain hasil ini tidak mendukung penelitian dari
Mentayani dan Rusmanto (2013), Sholihah dan Wahyudin (2014) yang
menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh terhadap belanja

modal.
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BAB 5

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi

Jawa Timur mengenai Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana

Aliokasi Umum terhadap-Belanja Modal pada periode tahun 2013-2016, maka

dapat disimpukan sebagai berikut :

5.1.1

5.1.2

Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hasil
penelitian Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi
alokasi belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini
dikarenakan sebagian besar wilayah Jawa Timur mengalami percepatan
pertumbuhan ekonomi, hal tersebut memungkinkan pertumbuhan ekonomi
dipertimbangkan sebagai acuan utama dalam penyusunan belanja modal

sehingga'dapat meningkatkan belanja modalpada setiap tahunnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja
Modal. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa semakin tinggi
Pendapatan Asli Daerah maka semakin tinggi pula tingkat Belanja Modal,
karena antara PAD dengan Belanja Modal terjadi hubungan yang timbal
balik dengan keuangan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah yang
tinggi akan mempengaruhi pembangunan dan perkembangan di daerah
yang direalisasikan dalam bentukpengadaan fasilitas, infrastruktur dan

sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik, sehingga hal
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ini akan meningkatkan Belanja Modal. Dalam setiap penyusunan APBD,
jika pemerintah daerah akan mengalokasikan Belanja Modal harus benar-
benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan

PAD yang diterima oleh setiap daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa semakin tinggi DAU
maka pengeluaran pemerintah atas Belanja Modal akan semakin tinggi.
Terdapat' Keterkaitan™ antara dana “transfer pemerintah dengan belanja
modal. Dana_. Alokasi _Umum_yang ‘tinggi akan meningkatkan
perekonomian dan kebutuhan daerah sehingga belanja pemerintah atas
Belanja Modal pun meningkat. Hal ini. menunjukkan bahwa terdapat
hubungan antara pemberian dana transfer dari pemerintah pusat yaitu

DAU, dengan pengeluaran pemerintah melalui Belanja Modal.

Keterbatasan

Berdasarkan “hasil penelitian yang telah dilakukan maka keterbatasan

penelitian ini adalah penelitian ini-hanya menggunakan data kabupaten/kota di

Provinsi Jawa Timur yang telah terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga

generalisasi hasil penelitian dibatasi hanya pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa

Timur yang terdaftar di Badan Pemeriksa Keuangan pada periode 2013 sampai

dengan 2016.

Selain itu, penelitian ini hanya meneliti tentang pengaruh Pertumbuhan

ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap belanja
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modal.Variabel lain yang mungkin dapat mempengarui belanja modal tidak

diikutkan dalam penelitian ini.

5.3 Saran

Penelitian ini masih mempunyai beberapa keterbatasan dari jumlah sampel
hanya menggunakan Kabupaten/Kota di Jawa Timur sehingga yang bisa dijadikan
sampel jumlahnya sangat terbatas-dengan rentan waktu yang hanya 4 tahun dan
data yang digunakan berupa laporan realisasi anggaran APBD, dan data Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Keta di Jawa Timur. Berdasarkan
beberapa keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan, maka penulis
memberikan.saran yang berkaitan-dengan pembahasan yang telah dilakukan

sebelumnya sebagai berikut :

5.2.1 Penelitian ini hanya menggunakan sampel Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Timur dengan periode 4 tahun. Untuk peneliti selanjutnya
diharapkan dapat,menambah jumlah sampel dan waktu pengamatan,
dikarenakan dengan jumlah sampel yang lebihibesar dengan periode yang
lebih panjang akan memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk
memperoleh generalisasi dan akan memberikan hasil yang valid atau hasil

yang mendekati sebenarnya.

5.2.2 penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian yaitu
tidak terbatas hanya pada Provinsi Jawa Timur, sehingga hasil

penelitiannya lebih mungkin disimpulkan secara umum.
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5.2.3 penelitian ini menghasilkan Adjusted R Square yang tinggi yaitu 83,4%.
Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan
variabel dependen yang ada dalam penelitian ini. Sedangkan sisanya dapat
dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. Penelitian selanjutnya
diharapkan dapat menambah variabel independen lain diluar penelitian ini

misalnya dana alokasi khusus, dana perimbangan, sisa lebih pembiayaan
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Lampiran 1
1. PENDAPATAN 1. BELANJA
11 Pendapatan Asli Daerah 1.1 Belanja Operasi
1.1.1  Pendapatan pajak daerah XX 1.1.1 Belanja Pegawai XX
1.1.2  Pendapatan retribusi daerah XX 1.1.2 Belanja barang XX
1.1.3  Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan XX 1.1.3 Belanja Hibah XX
daerah yang dipisahkan
1.1.4  Lain-lain PAD yang sah XX 1.1.4'Belanja bantuan sosial XX
Jumlah Pendapatan Asli Daerah 8X 1.1.5-Belanja bantuan keuangan XX
1.2 Pendapatan transfer Jumlah Belanja Operasi 10X
1.2.1  Transfer pemerintah pusat- Dana perimbangan 1.2 Belanja Modal
1.2.1.1 Dana bagi hasil pajak XX 1.2.1 Belanja tanah XX
1.2.2.1 Dana bagi hasil bukan pajak XX 1.2.2 Belanja‘peralatan dan mesin XX
1.2.3.1 Dana alokasi umum XX 1.2.3 Belanja gedung dan bangunan XX
1.2.4.1 Dana alokasi khusus XX 1.2.4 Belanja jalan, irigasi,dan bangunan XX
Jumlah transfer pemerintah pusat 8X 1.2.5 Belanja aset tetap lainnya XX
1.2.2 Transfer pemerintah pusat lainnya Jumlah Belanja Modal 10X
1.2.2.1 Dana otonomi khusus XX 1.3 Belanja Tak Terduga
1.2.2.2 Dana penyesuaian XX 1.3.1 Belanja tak terduga XX
Jumlah transfer pemerintah pusat lainnya 4X Jumlah belanjatak terduga 2X
1.2.3 Transfer pemerintah provinsi 1.4 Transfer
1.2.3.1 Pendapatan bagi hasil pajak XX 1.4.1 Bagi hasil pajak XX
1.2.3.2 Pendapatan bagi hasilpajak lainnya XX 1.4.2 Bagi hasil Retribusi XX
1.2.3.3 Bantuan keuangan provinsi lainnya XX 1.4.3 Bagi hasil pendapatan lainnya XX
Jumlah transfer pemerintah provinsi 6X Jumlah transfer 6X
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Lampiran 2
Jumlah Pendapatan Transfer (Tot. 1.2.1s/d 1.2.3) 18X Jumlah Belanja (1.1 s.d 1.4)
1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 28X
1.3.1 Pendapatan hibah XX
1.3.2 Pendapatan dana darurat XX
1.3.3 Pendapatan lainnya XX
1.3.4 Lain-lain pendapatan daerah yang sah XX
Jumlah lain-lain pendapatan yang sah 22X
Jumlah Pendapatan (1.1s.d 1.3 )
Surplus/Defisit (jml pend-jml belanja) XX Surplus/Defisit (jml pend — jml belanja) XX
2.  Pembiayaan 2. Pembiayaan
2.1 Penerimaan daerah 2.1 / Pengeluaran daerah
2.1.1 Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) XX |2.1.1 Pembentukan dana cadangan XX
2.1.2 Pencairan dana cadangan XX
2.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan XX 12.1.2 Penyertaan Modal (investasi) pemerintah daerah XX
2.1.4 Penerimaan Pinjaman daerah XX 12.1.3 Pembayaran utangpokok XX
2.1.5 Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah XX | 2.1.4 Penerimaan pinjaman daerah XX
2.1.6 Penerimaan piutang daerah XX Jumlah Pengeluaran Daerah 8X
Jumlah Penerimaan daerah . ¥4,
Pembiayaan Netto XX Pembiayaan Netto XX
(Jml penerimaan daerah — jml pengeluaran daerah) (ym! penerimaan daerah — jml pengeluaran daerah)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN XX SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
(SPA/SILPA) (SPA-SILPA) XX
(Jml penerimaan daerah + jml pembiayaan netto) (Jml penerimaan daerah + jml pembiayaan netto)
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Lampiran 3
Data Pertumbuhan Ekonomi (Dalam Jutaan Rupiah)

No | Nama Kabupaten/Kota 2013 2014 2015 2016
1 | Kabupaten Bangkalan 83.248 101.110 122.078 200.078
2 | Kabupaten Banyuwangi 161.975 208.903 249.037 367.871
3 | Kabupaten Blitar 96.052 135.077 176.938 224.107
4 | Kabupaten Bojonegoro 195.972 195.054 262.951 340.406
5 | Kabupaten Bondowose 67.783 84.851 122.173 177.024
6 | Kabupaten Gresik 423.216 636:488 842.196 715.479
7 | Kabupatendember 290.134 460.926 508.050 524.137
8 | Kabupaten Jombang 143.931 205.760 256.125 347.141
9 | Kabupaten Kediri 126.026 190.157 272.922 339.113
10 | Kahupaten Lamongan 124.605 178.889 226.766 403.473
11 | Kabupaten Lumajang 107.281 117.289 170.242 242111
12 | Kabupaten Madiun 107,281 100.462 128.675 163.635
13 | Kabupaten Magetan 74.449 112.758 122.839 165.616
14 | Kabupaten Malang 192.760 255.197 333.188 502.754
15 | Kabupaten Mojokerto 190.235 302.840 400.008 447.620
16 | Kabupaten Nganjuk 118.056 201.044 237.473 323.045
17 | Kabupaten Ngawi 74197 100.689 138.773 195.606
18 | Kabupaten-Pacitan 57.120 67.333 89.469 150.466
19 | Kabupaten,Pamekasan 67.760 83.820 125.125 178.478
20 | Kabupaten Pasuruan 67.760 296,720 372.453 480.757
21 | Kabupaten Ponorogoe 97.508 128.120 177.247 240.111
22 | Kabupaten Probolinggo 86.529 127.941 163.831 221.178
23 | Kabupaten Sampang 61.040 77.696 121.297 135.874
24 | Kabupaten Sidoarjo 721.794 919.705 1.090.575 1.335.283
25 | Kabupaten Situbondo 67.497 101.694 125.963 173.835
26 | Kabupaten Sumenep 91.136 115.497 166.653 208.982
27 | Kabupaten Trenggalek 80.964 109.184 124.093 182.173
28 | Kabupaten Tuban 185.414 206.169 260.938 364.133
29 | Kabupaten Tulungagung 121.702 182.444 213.009 342.570
30 | Kota Blitar 56.369 75.243 82.435 131.920
31 | Kota Kediri 126.946 137.460 128.675 2.383.017
32 | Kota Madiun 55.683 85.739 111.378 173.325
33 | Kota Malang 262.740 366.245 353.427 477.541
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34 | Kota Mojokerto 60.805 73.240 92.841 152.462
35 | Kota Pasuruan 51.342 69.229 92.730 147.818
36 | Kota Probolinggo 73.520 80.747 108.620 171.307
37 | Kota Batu 2.570.793 | 2.953.980 | 3.520.136 4.091.866
38 | Kota Surabaya 39.248 59.855 80.149 109.533
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Lampiran 4

Data Pendapatan Asli Daerah (Dalam Jutaan Rupiah)

No | Nama Kabupaten/Kota 2013 2014 2015 2016

1 | Kabupaten Bangkalan 83,249 101,111 122,079 | 200,074
2 | Kabupaten Banyuwangi 161,976 | 208,904 249,037 | 367,872
3 | Kabupaten Blitar 96,053 135,078 176,939 | 224,107
4 | Kabupaten Bojonegoro £95973% 196,055 262,952 | 340,407
5 | Kabupaten Bondow@so 67,784 84,852 122,174 | 177,025
6 | Kabupaten Gresik 423,217 636,489 842,197 | 715,480
7 | Kabupaten Jember 290;135 | 400792¢ 508,051 | 524,138
8 | Kabupaten Jombang 143,932 || 205,761 256,126 | 374,142
9 | Kahupaten Kediri 126,027 190,158 272,923 | 339,114
10 | Kabupaten Lamongan 124606 | 178,890 266,767 | 403,474
11 | Kabupaten Lumajang 107WoZ 11T 890 170,243 | 242,112
12 | Kabupaten Madiun 65,989 100,463+ 1128,676 | 163,636
13 | Kabupaten Magetan 74,500 112,759 122,840 | 165,617
14 | Kabupaten Malang 192,761 | 255,198 333,189 | 502,755
15 | Kabupaten Mojokerto 190,236 | 302,841 400,009 | 447,621
16 | Kabupaten Nganjuk 118,057 | 201,045 237,474 | 323,046
17 | Kabupaten Ngawi 74,198 100,690 138,774 | 195,607
18 | Kabupaten Pacitan 57,171 67,334 89,470 150,467
19 | Kabupaten Pamekasan 67,761 83,821 125,126 | 178,479
20 | Kabupaten Pasuruan
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198,793 | 296,721 372,454 | 480,758
21 | Kabupaten Ponorogo 97,509 128,121 177,248 | 240,112
22 | Kabupaten Probolinggo 86,530 127,942 163,832 | 221,719
23 | Kabupaten Sampang 63,041 77,697 121,298 | 135,785
24 | Kabupaten Sidoarjo 721,795 | 919,706 1,090,576 | 1,335,284
25 | Kabupaten Situbondo 67,498 101,695 125,964 | 173,836
26 | Kabupaten Sumenegp O e 115,498 166,654 | 208,983
27 | Kabupaten frenggalek 80,965 109,185 124,094 | 182,174
28 | Kabupaten Tuban 185741520510 260,939 | 364,134
29 | Kabupaten Tulungagung ' {121,703 .| 182,445 213,010 | 342,571
30 | Kota Blitar 56,370 75,235 82,436 131,921
31 | Kota Kediri 126,965 J'| 3371461 128,676 | 238,318
32 | Kota Madiun 55,684 85,740 111,379 | 173,236
33 | Kota Malang 262,741 | 336,246 353,428 | 477,542
34 | Kota Mojokerto 60,806 73,241 92,842 152,463
35 | Kota Pasuruan 01,343 69,230 92,731 147,819
36 | Kota Probolinggo 73,521 80,748 108,621 | 171,308
37 | Kota Surabaya 2,570,794 | 2,953,981 | 3,520,137 | 4,091,867
38 | KotaBatu 39,249 59,856 80,150 109,534
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Lampiran 5
Data Dana Alokasi Umum (Dalam Jutaan Rupiah)

No | Nama Kabupaten/Kota 2013 2014 2015 2016
1 | Kabupaten Bangkalan 778,024 | 854,874 | 888,673 | 1,012,242
2 | Kabupaten Banyuwangi 1,154,495 | 1,254,496 | 1,288,941 | 1,400,384
3 | Kabupaten Blitar 944,298 1,027,252 | 1,037,911 | 1,128,511
4 | Kabupaten Bojonegoro 876,022 | 920,522 | 895,987 | 949,118
5 | Kabupaten Boendowoso 752,777, | 826,284y, | 862,600 | 926,596
6 | Kabupaten Gresik 804,904 | 863,398 | 873,266 | 923,469
7 | Kabupaten Jember 1,417,604 | 1,539,723 | 1,586,837 | 1,709,892
8 | Kabupaten Jombang 920,098" ',1,007,166 | 1,032,325 | 1,111,301
9 | Kabupaten Kediri 1,056,481 | 1,144,879 | 1,177,392 | 1,242,230
10 | Kabupaten Lamongan 958,345 1,042,125 | 1,064,301 | 1,166,655
11 | Kabupaten Lumajang 828,525  |898,218 | 923,492 | 990,248
12 | Kabupaten Madiun 734,152 | 808,843 | 832,857 | 893,565
13 | Kabupaten Magetan 761,637, | 840,087 | 856,279 916,052
14 | Kabupaten Malang 1,439,234 | 1,572,492 | 1,613,162 | 1,694,884
15 | Kabupaten Mojokerto 832,267 | 899,109 | 923,748 | 991,180
16 | Kabupaten Nganjuk 928,266 1,004,038 | 1,024,223 | 1,078,695
17 | Kabupaten Ngawi 896,053 | 980,530 995,119 1,058,208
18 | Kabupaten Pacitan 647,293 | 700,743 | 714,847 | 807,907
19 | Kabupaten Pamekasan 702,610 | 788,618 |817,904 | 862,935
20 | Kabupaten Pasuruan 992,689 1,068,869 | 1,089,359 | 1,200,611
21 | Kabupaten Ponorogo 890,922 | 970,788 993,319 1,062,582
22 | Kabupaten Probolinggo 848,994 |929,381 | 956,970 | 977,570
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23 | Kabupaten Sampang 683,243 | 753,954 | 788,345 | 827,952
24 | Kabupaten Sidoarjo 1,104,580 | 1,199,036 | 1,206,660 | 1,225,261
25 | Kabupaten Situbondo 692,549 | 766,543 | 787,729 | 821,084
26 | Kabupaten Sumenep 917,539 |984,839 | 1,010,159 | 1,110,487
27 | Kabupaten Trenggalek 737,815 | 815,508 | 839,498 | 901,379
28 | Kabupaten Tuban 849,399 | 926,685 955,940 1,046,758
29 | Kabupaten Tulungagung 996,301 | 1,083,859 | 1,111,457 | 1,172,557
30 | Kota Blitar 39b,6 /8, "Wy 392,222 400,654 428,743
31 | Kota Kediri 562,943 634,352 832,357 617,780
32 | Kota Madiun 474,093 | 511,090 509,817 511,375
33 | Kota Malang 746,687 808,448 818,759 859,678
34 | Kota Mojokerto 354,452 11.380,780 382,374 397,094
35 | Kota Pasuruan 353,128 391,843 399;095 432,090
36 | Kota Probalinggo 414,534"1.454,208 | 463,650 | 470,212
37 | Kota Surabaya 1,160,026/| 1,200,889 | 1,147,385 | 1,233,380
38 | Kota Batu 374,362 | 412,378 413,220 480,460
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Lampiran 6
Data Belanja Modal (Dalam Jutaan Rupiah)

No | Nama Kabupaten/Kota 2013 2014 2015 2016
1 | Kabupaten Bangkalan 337.486 419.299 408.862 412.823
2 | Kabupaten Banyuwangi 411.269 553.679 450.550 911.584
3 | Kabupaten Blitar 245.273 342.177 364.406 692.718
4 | Kabupaten Bojonegoro 419.204 540.069 623.532 967.918
5 | Kabupaten Bondowaeso 179.135 306.584 318.470 425.426
6 | Kabupaten Gresik 361.604 561.011 592.779 413.340
7 | Kabupaten'Jember 517.154 557.789 544.174 460.451
8 | Kabupaten Jombang 268.472 357.408 377.825 364.901
9 | Kabupaten Kediri 378.597 535.500 454.074 612.052
10 | Kabupaten Lamongan 214333 266.644 321.308 616.499
11 | Kabupaten Lumajang 239432 272.450 339.373 347.885
12 | Kabupaten Madiun 201,370 217.861 249.752 443.809
13 | Kabupaten Magetan 144.953 217.861 213.024 286.944
14 | Kabupaten Malang 384.480 222.684 543.840 683.933
15 | Kabupaten Mojokerto 255%2 488.910 528.343 442.333
16 | Kabupaten Nganjuk 249.227 380.133 454.092 447.729
17 | Kabupaten Ngawi 174.378 230.906 244.552 355.374
18 | Kabupaten Pacitan 107.354 116.966 132.162 379.167
19 | Kabupaten Pamekasan 190,561 182.277 132.162 544.165
20 | Kabupaten Pasuruan 275.582 349.954 428.702 838.441
21 | Kabupaten Ponorogo 119.809 148.278 286.158 376.402
22 | Kabupaten Probolinggo 206.888 281.323 367.963 289.647
23 | Kabupaten Sampang 285.424 281.323 343.629 563.999
24 | Kabupaten Sidoarjo 653.209 798.970 815.007 809.997
25 | Kabupaten Situbondo 249.808 321.935 306.393 416.863
26 | Kabupaten Sumenep 263.707 295.726 335.952 272.014
27 | Kabupaten Trenggalek 219.924 294.777 294.235 362.840
28 | Kabupaten Tuban 308.689 353.400 312.933 464.180
29 | Kabupaten Tulungagung 127.010 209.146 352.908 574.342
30 | Kota Blitar 106.499 108.775 157.597 203.372
31 | Kota Kediri 190.730 236.132 249.752 381.846
32 | Kota Madiun 160.922 181.800 193.773 246.394
33 | Kota Malang 424,711 425.780 306.271 193.667
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34 | Kota Mojokerto 111.409 146.874 216.077 303.777
35 | Kota Pasuruan 71.856 168.510 201.170 172.509
36 | Kota Probolinggo 73.435 115.814 151.189 147.706
37 | Kota Surabaya 1.732.019 | 2.000.778 | 2.131.478 | 1.789.394
38 | Kota Batu 168.440 263.218 336.820 174.368
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Lampiran 7

Hasil SPSS Uji Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

N Minimum  Maximum Mean Std. Deviation
BM 152 71.856 2.131.478 383.228 307.366
PE 152 -0.15 0.86 0.3381 0.17273
PAD 152 39.249 4.091.867 296.543 532.643
DAU 3 893.151 287.312

Valid N (listwise)

1.0

Observed Cum Prob
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Hasil SPSS Uji Multikolineritas

Coefficients?

Collinearity Statistics

Tolerance VIF
1 (Constant)
PE ,968 1,033
PAD ,863 1,159
DAU 1,124

a. Dependent Variable: BM

Hasil SPSS

/s

RN

:!3—-:- \
/A fl-‘.ﬂ \

Variables Enter e

/3 S ariables
Model Entered Removed Method
1 DAU, PE,

PADb . Enter

a. Dependent Variable: BM
b. All requested variables entered.



Hasil SPSS Uji Heteroskedasitas

Regression Studenti

Scatterplot

Hasil Analisis Linier Berganda

Coefficients
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Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients
Model B Std. Error Beta T Sig.
1 (Constant) 38365,389 32832,564 1,169 ,244
PE ,043 ,057 ,079 , /61,448
PAD ,430 ,061 ,752 7,104 ,000
DAU ,228 ,037 ,213 6,233 ,000

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R%)



90

Adjusted R Std. Error of the
Model R R Square Square Estimate
. ,915% 837 ,834 125239,44342

a. Predictors: (Constant), DAU, PE, PAD
b. Dependent Variable: BM

Hasil Uji Kelayakan Model Regresi

ANOVA®
Model Mean Square F Sig.
1 Regression . 4733 2,904 000"
Residual , 704

Total

a. Depender

a. Dependent Variable: BM
Sumber : Hasil Output SPSS



